
 
 

 
 

WALIKOTA TEGAL 
 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

NOMOR   6  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5.A TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 
MISKIN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

Menimbang  

 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat miskin di Kota Tegal maka perlu mengubah 
Peraturan Walikota Tegal Nomor 5.A Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Miskin Daerah Kota Tegal Tahun 2012 ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 
5.A tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin Daerah Kota Tegal Tahun 2012 ; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, 
Tambahan Lembaran Negara No. 4431); 

   6. Undang-Undang . . . 
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  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7.  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

  8.  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2004, tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063); 

  9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten 

Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4713); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

  14.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

    

   15. Peraturan . . . 
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  15.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2009  
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengan Nomor 25); 

  16.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6  Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

  17.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota 
Tegal Tahun 2008 Nomor 3); 

  18.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

  19.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2011 Nomor 8); 

  20.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2012 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kota Tegal Nomor 
9); 

  21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ; 

  22.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

  23.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 
2008 Nomor 35); 

 

 

 24.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); 

  25.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tegal Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tegal 

Tahun 2011 Nomor 24); 

   26. Peraturan . . . 
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  26.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 5.A Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Masyarakat Miskin Daerah 

Kota Tegal Tahun 2012; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5.A TAHUN 2012 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN 

MASYARAKAT MISKIN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 
 

 
Pasal I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 5.A Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kota 

Tegal Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 5.A) diubah 
sebagai berikut: 
 

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 23 

 
Jenis pelayanan yang dijamin di PPK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) dan (3) adalah meliputi :  
a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dlaksanakan pada poliklinik spesialis 

PPK Tingkat II, terdiri dari : 

1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh 
dokter spesialis/umum; 

2. rehabilitasi medik; 

3. penunjang diagnostik, yaitu laboratorium klinik, radiologi dan 
elektromedik; 

4. tindakan medis; 
5. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan; 
6. pemeriksaan dan pengobatan penyakit paru-paru; 

7. pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca 
persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya 

(kontrasepsi disediakan BPMPKB); 
8. pemberian obat dan pelayanan darah; 
9. haemodialisa 

b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan 
kelas III PPK II, terdiri dari : 

1. akomodasi rawat inap pada kelas III (termasuk makan pasien); 
2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan; 
3. penunjang diagnostik, yaitu laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik; 
4. tindakan medis; 
5. operasi sedang, besar dan khusus; 

6. pelayanan rehabilitasi medis; 
7. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU); 

8. Pemberian obat mengacu formularium rumah sakit yang bersangkutan;  
9. pelayanan darah; 
10. bahan dan alat kesehatan habis pakai;  

11. haemodialisa; 
c  . . . 
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c. Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat : 
1. kecelakaan (kecuali kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh Jasa 

Raharja dan kecelakaan kerja yang dijamin oleh jaminan kesehatan 
lainnya), ruda paksa; 

2. serangan jantung; 
3. panas tinggi di atas 39o C atau disertai kejang demam; 
4. perdarahan hebat; 

5. diare disertai dehidrasi sedang/berat; 
6. sesak napas; 

7. gangguan kesadaran berat; 
8. nyeri kolik; 
9. gaduh gelisah pada penderita gangguan jiwa;  

10. alergi obat, luka bakar, kejang demam, dan lain-lain. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 
 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal  9 Januari 2012 

 
WALIKOTA TEGAL, 

 

ttd 
 

IKMAL JAYA 
 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  9 Januari 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 
 

EDY PRANOWO 
 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 6 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
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BUDI HARTONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 


